WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Menimbang

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

a. bahwa dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota

Sei”ang Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan
Waﬂi Kota Serang Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Reincana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun
2023;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rehcana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
sefta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah, penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu .
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan
Pemerintah Kota Serang;

1. Undang-Undang .....



Mengingat

-0 .
Unéiang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Per%encanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tarinbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norgnor 4421);

Uncglang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Reﬁcana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indi)nesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 47 00);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lerhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 48);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebélgaimana telah beberapa kali diubah terakhir
den;gan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tan';lbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
HuBungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negéra Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan .....
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11.
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Pefaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tenétang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Ralé‘lcangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Perhbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Perhbangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Caié‘a Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Mehengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tenjcang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Peréncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peréturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2022 Nomor 3);

15. Peraturan .....



Menetapkan

15.

16.

17.

18.
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Perfaturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022
tenztang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Baré:tten Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten
Tal'élun 2022 Nomor 8);

Periaturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009
ten%;ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kotga Serang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daei,rah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daérah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana
telajrl diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang
Noriqor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Pergturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019
ten‘%cang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daérah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2);

Perr;lturan Wali Kota Serang Nomor 21 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang
Tah%un 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021
Norﬁor 217);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintahan .....
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Pemerintahan Daerahg adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pg}mbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksﬁd dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945%.

Pemerintah Daerah éldalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenarfgan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

Dewan Perwakilan Ral«fyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemeriﬁtahan Daerah. |
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Urusan Pemerintahaﬁ adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden jyang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyeleﬂggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda
adalah Perangkat ]jaerah yang melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan dan fungéi penunjang penelitian dan pengembangan.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya di singkat RTRW adalah
dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Serang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokurﬁen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunén Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD ada1§ah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun. ‘

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana .....
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Rencana Kerja Pere{ngkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adailah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun;

.Rencana Kerja dan iAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkatE RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang bférisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan% untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi. |

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oléh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka ?mencapai hasil (outcome) suatu program.
Subkegiatan Perangkét Daerah adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Indikator Kinerja acialah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja sﬁatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan

dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

| BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah mehyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RKPD
Kota Serang Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kelima dari Renstra
Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA SKPD.
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Pasal 3
(1) Renja Tahun 2023 disiajikan dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB1I : Pendahuluan;

b. BABII : Evaluaisi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu;
c. BABIII : Tujuaril dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BABIV : Rencafla Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BABV : Penutﬁp.

(2) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

| Pasal 4
Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam

rangka mendukung prioritas pembangunan daerah dan Renstra Perangkat
Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

| Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayaf (1)
menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.

(3) Tata cara penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan
asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan
RKPD berkenaan.

(2) Dalam .....
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(2) Dalam hal RKPD b?erkenaan mengalami perubahan, Renja Perangkat
Daerah harus mengik;uti perubahan.

(3) Perubahan Renja Pei‘angkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat

(1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota tersendiri.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang daﬁat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 18 Juli 2022

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANMFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 219



